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ABSTRAK 
 Tanah merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang penting untuk kelangsungan 
hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, 
tetapi lebih dari itu tanah membarikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia, 
tanah disamping mempunyai nilai ekonomi juga berfungsi sosial, maka kepentingan pribadi 
atas tanah harus dikesampingkan guna untuk kepentingan umum. Pembangunan jalan dari 
jalan KKN menuju eks kebun kelapa hibrida dilakukan sepanjang 1,6 km dengan lebar 19 
meter sebagai jalan alternatif untuk pengguna jalan agar mengurangi arus di jalan utama. 
Rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penetapan, bentuk dan proses pemberian 
ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan KKN menuju Eks kebun 
kelapa hibrida oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat; 2. Apakah kendala yang dihadapi 
dalam proses pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan 
KKN menuju Eks kebun kelapa hibrida di Kabupaten Pasaman Barat. Metode penelitian yang 
digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis dengan membandingkan norma-
norma yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Sifat penelitian skripsi ini 
bersifat deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci 
tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan KKN menuju Eks kebun 
kelapa hibrida oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Instrumen hukum yang digunakan 
berupa UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. Pelaksanaan pengadaan tanah ini menemui permasalahan yaitu tidak 
diberikannya ganti rugi untuk bangunan karena pemilik bangunan keberatan dengan harga 
yang sudah ditawarkan untuk bangunan tersebut dan pihak pemerintah pun tidak mengambil 
tindakan karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai penggantian tersebut. 
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